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ABSTRAK 

 

Cintya Vebryna Wati, (2023):  Implementasi Peraturan Walikota 

Pekanbaru No 14 Tahun 2020 Tentang Tata 

Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan 

Atau Kebersihan di Hotel Bintang Tiga 

Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh 

Siyasah 

 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengelolahan sampah dan 

retribusi yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun 

tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi Peraturan 

Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Rertibusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Hotel Bintang Tiga kota Pekanbaru dan 

untuk mengetahui bagaimana penerapannya ditinjau menurut perspektif fiqh 

siyasah. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan, 

seperti permasalahan tata kelola rertibusi pelayanan persampahan/kebersihan di 

hotel bintang tiga kota pekanbaru, serta apa saja faktor penghambat dan 

pendorong terjadinya Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 

Tahun 2020. 

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis 

(kualitatif). Dengan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, 

wawancara, dan dokumentasi (usaha pengumpulan data untuk mendapatkan 

dokumen, berupa foto, video, dan rekaman suara). 

Dari hasil penilitian yang penulis dapatkan, maka penulis memperoleh 

jawaban bahwasanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 tidak 

terimplementasikan di hotel bintang tiga kota Pekanbaru dan ada beberapa faktor 

penghambat dan pendorong dalam implementasi penerapan peraturan tersebut. 

Tinjauan fiqh siyasah adalah peraturan walikota sudah menjawab kebutuhan 

masyarakat dan peraturan tersebut diterapkan pihak yang ditunjuk oleh 

pemerintah (DLHK) akan tetapi terdapat kendala akibat kurangnya pengawasan 

kedisiplinan dari pemerintah, yang dalam fiqh siyasah hal ini tidak dibolehkan. 

 

Kata Kunci: Penerapan, Retribusi, Persampahan/ Kebersihan, Fiqh Siyasah  
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ABSTRACT 

 

Cintya Vebryna Wati, (2023):  Implementation of Pekanbaru Mayor 

Regulation No. 14 of 2020 Regarding 

Management of Garbage or Cleaning 

Service Retribution at Pekanbaru Three-

Star Hotels According to the Perspective of 

Fiqh Siyasah 

 

The background of writing this thesis is the management of waste and fees 

that are not in accordance with what is determined by law. The purpose of this 

study is to find out the Implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 

14 of 2020 Concerning the Management of Garbage/Cleaning Service Retribution 

at Three Star Hotels in the city of Pekanbaru and to find out how its application is 

viewed from the perspective of siyasah fiqh. 

In writing this thesis, the author raises several issues, such as the problem 

of governance of retribution for garbage/cleaning services at three-star hotels in 

Pekanbaru City, as well as what are the inhibiting and driving factors for the 

Implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 14 of 2020. 

The research used by the author is sociological (qualitative) legal research. 

With several data collection techniques such as observation, interviews, and 

documentation (data collection efforts to obtain documents, in the form of photos, 

videos and sound recordings). 

From the results of the research that the authors obtained, the authors 

obtained the answer that Pekanbaru Mayor Regulation Number 14 of 2020 was 

not implemented in three-star hotels in the city of Pekanbaru and there were 

several inhibiting and motivating factors in the implementation of implementing 

these regulations. The review of siyasa fiqh is that the mayor's regulations have 

answered the needs of the community and these regulations are implemented by a 

party appointed by the government (DLHK) however there are obstacles due to a 

lack of disciplinary supervision from the government, which in siyasa fiqh this is 

not permitted. 

 

Keywords: Application, Retribution, Garbage/Cleanliness, Fiqh Siyasah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk Allah SWT, yang diciptakan dalam 

bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia diberi amanah 

untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi 

kesejahteraan seluruh makhluk. Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada 

satu hal yang luput dari arahan dan petunjuknya. Semua kandungan ajaran 

dalam Islam bertujuan untuk menjadikan umatnya hidup bahagia dan sejahtera 

di dunia dan akhirat. 
1
 

Salah satu aspek dalam kehidupan yang menjadi perhatian Islam 

adalah thaharah, kesucian dan kebersihan dengan hidup sehat dan bersih akan 

terhindar dari berbagai penyakit, dengan demikian akan dapat bekerja dan 

beribadah dengan lancar dalam rangka menunaikan kewajiban sebagai hamba 

Allah yang bertaqwa Kepadanya. Islam juga memperhatikan kebersihan 

lingkungan yang ada di sekitar kita, karena sebagai agama yang rahmat bagi 

seluruh alam. Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori 

lingkungan sekitarnya, karena lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh 

terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya. 

Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu bentuk ibadah 

kita kepada Allah SWT, karena Allah SWT menyukai keindahan dan 

keindahan itu bisa terwujud karena ada faktor kebersihan, tidak mungkin jika 

                                                             
1
 Yusmin Alim., Lingkungan dan Kadar Iman Kita, (Jakarta: Hidayatullah, 2006) h.19. 
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suatu tempat yang kotor akan terlihat indah. Walaupun kebersihan merupakan 

hal yang sepele dan mungkin semua orang bisa melakukannya, akan tetapi 

merupakan hal yang sulit jika tidak dibiasakan sejak dini terutama dari diri 

sendiri.  

Jadi pola pembiasaan merupakan faktor yang paling penting juga 

dalam usaha menciptakan kebersihan lingkungan. Salah satu hal yang paling 

sering muncul di masyarakat adalah mengenai sampah. Sampah memberi 

dampak yang sangat tidak baik bagi lingkungan hal ini akan berdampak pada 

masyarakat yang berada disekitarnya. Hampir setiap tempat di Indonesia, 

sistem pembuangan sampah dilakukan secara dumping tanpa ada pengelolaan 

lebih lanjut. Sistem pembuangan sampah semacam itu selain memerlukan 

lahan yang cukup luas juga menyebabkan pencemaran udara, tanah dan air 

selain lahannya juga dapat menjadi tempat berkembangbiaknya agen penyakit 

menular.
2
 

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber 

hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. 

Sampah berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah 

sakit, pasar, dan sebagainya. Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi: 

1). Sampah organik/basah, Contoh: Sampah dapur, sampah restoran, sisa 

sayuran, rempah-rempah atau sisa buah dan lain-lain yang dapat mengalami 

pembusukan secara alami. 2) Sampah anorganik/kering, Contoh: logam, besi, 

kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain yang tidak dapat mengalami 

                                                             
2
 Arif Sumantri, Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam, (Jakarta:Kencana,2010), 

Cet . Ke-1, Jilid 2, h.9. 
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pembusukan secara alami. 3). Sampah berbahaya, Contoh: Baterai, botol racun 

nyamuk, jarum suntik bekas dan lain-lain. 

Permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya 

limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, kurangnya tempat sebagai 

pembuangan sampah, sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari 

serangga dan tikus, menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan 

udara, menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan 

kesehatan. 
3
 

Maka dari itu Walikota Pekanbaru menurunkan Peraturan Walikota No 

14 tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan Atau 

Kebersihan Di Kota Pekanbaru, pelayanan persampahan/kebersihan adalah 

suatu rangkaian kegiatan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah 

sampai tempat pemrosesan akhir, yang meliputi kegiatan perwadahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan 

pemrosesan akhir yang didukung oleh aspek kelembagaan hukum, teknis 

operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat. 

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan selanjutnya disebut 

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan 

persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.   

Jasa service  umumnya mencerminkan produk tidak berwujud fisik 

atau sektor  industri  spesifik,  seperti  pendidikan,  kesehatan,  perbankan,  

perhotelan, perdagangan,  dan  seterusnya.  Dalam  makna  luas  berarti  

                                                             
3
https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/articlepdf/PERMASALAHAN%20SAMPAH%20D

AN%20%20SOLUSINYA.pdf Diakses pada 8 Maret 2020 

https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/articlepdf/PERMASALAHAN%20SAMPAH%20DAN%20%20SOLUSINYA.pdf
https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/articlepdf/PERMASALAHAN%20SAMPAH%20DAN%20%20SOLUSINYA.pdf
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perusahaan  dalam bisnis  apa  pun  apalagi  bisnis  yang  berkaitan  dengan  

pelayanan,  harus  benarbenar  mampu  memberikan  pelayanan  yang  optimal  

kepada  customer.  Karena pelayanan  (khitmah)  adalah  salah  satu  bagian  

penting  dalam  muamalah terlebih-lebih untuk meningkatkan konsumen suatu 

perusahaan.
4
 

Hotel sendiri mempunyai sumbangsih besar dalam menghasilkan 

sampah. Semakin banyak tingkat pengunjung dalam suatu hotel maka sampah 

yang dihasilkan pun akan semakin banyak. Masalah penanganan sampah yang 

dilakukan pihak hotel ternyata tidak mudah. Pihak hotel biasanya bekerja 

sama dengan instansi pemerintahan ataupun instansi swasta guna menangani 

permasalahan manajemen pengelolaan persampahan hotel itu sendiri. 

Dalam Fiqih Siyasah  yang  mengatur tentang kepemimpinan yaitu  ulil 

amri, sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa‟ ayat 

59 :
5
 

                                 

                                 

 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di 

antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

 

Ayat diatas menjelaskan tentang bahwa diantara amal-amal saleh yang 

penting  adalah  melaksanakan  amanah  dan  menetapkan  hukum  anatara 

                                                             
4
 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General), (Jakarta: Gema Insani, 

2004), h.746. 
5
 Q.S An-Nisa: 59  
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manusia  dengan  adil  dan  jujur. Dan  juga  suatu  kewajiban  yang  penting 

ditunaikan  oleh  umat  Islam  untuk  mentaati  Allah  SWT,  Rasulullah  dan  

Ulil Umri. Dimana  ulil amri  adalah orang yang memilki wewenang dan 

kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Meskipun para ulama 

berbeda pendapat tentang  arti  ulil amri  ini ada yang  menafsirkan  dengan  

kepala  negara,  pemerintah,  ulama  bahkan  orangorang  Syi‟ah  mengartikan  

ulil  amri  dengan  imam-imam  mereka  yang maksum.  Yang  lebih  

mendekati  kepada  makna  ulil  amri  dari  fiqh  dusturiah adalah  ahlul halli 

wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi  menurut para ulama yaitu tempat konsultasi 

atau imam di dalam menentukan kebijakan.  

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai 

amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus 

bernafaskan dengan nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh 

amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah An-Nisa ayat 58:
6
 

                              

                           

 

Artinya:  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat. 
 

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah 

yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi ini adalah 

sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadailan. 

                                                             
6
 Q.S An-Nisa: 58 
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Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan 

dalam setiap kebijakan yang dibuat olehnya. Setiap tugas yang dibebankan 

kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tangung jawab tanpa 

membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan 

kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan 

keadilan dan responbility (amanah) akan sia sia tidak akan bisa membawa 

kemakmuran dan kesuksesan sebagus apapun kebijakan tersebut dibuat.
7
 

Melihat bahwa sampah adalah salah satu permasalahan yang dianggap 

membutuhkan solusi untuk penyelesaiaanya maka Pemerintah Walikota 

Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 Tentang 

Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Pekanbaru. 

Besaran retribusi sampah masyarakat yang dikutip oleh petugas dari Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terhitung 1 

September 2021, diatur dalam peraturan daerah, yakni sebesar Rp 5 ribu, Rp 7 

ribu hingga Rp 10 ribu. Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, S.T., M.T kepada 

media memastikan, kutipan retribusi yang dilakukan oleh petugas resmi 

dipemukiman masyarakat nantinya tidak lebih dari Rp 10 ribu. 

Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, S.T., M.T Ia menjelaskan bahwa 

penarikam retribusi sesuai Perda No 14 tahun 2020 Rp 5 ribu, Rp 10 ribu. 

tidak ada lagi seperti yang di pungut oleh oknum oknum yang lalu yang lebih 

dari Rp 10 ribu, bahkan sampai Rp 100 ribu Tidak ada lagi.
8
 

                                                             
7
 https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775 

Diakses pada April 2020 
8
 https://www.pekanbaru.go.id/p/news/wali-kota-tegaskan-kutipan-retribusi-sampah-

sesuai- perda Diakses pada 02 September 2020 

https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775
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Ia menyampaikan bahwa dalam dua minggu kedepan, Pemerintah Kota 

Pekanbaru akan mengingatkan oknum yang selama ini menjalankan kutipan 

agar berhenti, jika tidak mengindahkan, Pemerintah Kota melalui petugas 

khusus yang dibentuk di DLHK akan melaporkan ke pihak kepolisian bisa 

lewat Polsek atau Polresta. 

Anggaran retribusi itu digunakan untuk pembayaran pajak di suatu 

daerah tersebut,  pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan 

pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah 

serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. 

Retribusi persampahan di Hotel termasuk kedalam reteribusi jasa 

umum. Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan  

atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

Bentuk penerapan pembayaran retribusi persampahan yang terjadi di 

Hotel pembayaran tersebut diwajibkan agar setiap harinya petugas kebersihan 

rutin untuk mengambil atau mengangkat sampah yang ada di Hotel tersebut 

dilakukan setiap pagi, kemudian pihak hotel melakukan pembayaran sesuai 

tarif yang ditentukan dalam Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2020 

bagaiman disabutkan dalam peraturan tersebut tarif retbusi sampah untuk 

Hotel bintang 3 (tiga) sebesar Rp.500.000/bulan dan pembayaran tersebut 

dibayar langsung oleh pihak hotel kepada Petugas pemungut retribusi Dinas 

Lingkumgan Hidup atau Kebersihan  (DLHK).
9
 

                                                             
9
  hhtps://jdih.pekanbaru.go.id Diakses pada Januari 2020 
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Besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengacu 

kepada Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2020 tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagaimana terlampir dalam 

Peraturan Walikota ini. 

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian 

ilmiah penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu 

maka penulis memilih judul: “IMPLEMENTASI PERATURAN WALI 

KOTA PEKANBARU NO 14 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA 

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN DI  

HOTEL BINTANG TIGA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF 

FIQH SIYASAH” 

 

B. Batasan Masalah  

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dijadikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang 

Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang 

Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan pada pasal 1 

ayat 9 dan pasal 2 di Hotel Bintang Tiga Pekanabaru, Penelitian ini dilakukan 

hanya pada hotel-hotel berbintang 3, yaitu Parma Panam Hotel, Favehotel 

Pekanbaru, Grand Hawaii Pekanbaru. 

 

C. Rumusuan Masalah 

Dari batasan  masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang 

akan dikajidalam penelitian ini yaitu sebaga berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 

2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan atau Kebersihan di Hotel 

Bintang Tiga Pekanabaru? 
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2. Apa Faktor Penghambat dan Pendorong Pemungutan Retribusi Di Hotel 

Bintang Tiga Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru 

Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan 

Persampahan atau Kebersihan ? 

3. Bagaimana  Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan 

Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi 

Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Hotel Bintang Tiga 

Pekanabaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian   

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah: 

a. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru 

Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan 

Persampahan atau Kebersihan di Hotel Bintang Tiga Pekanbaru. 

b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan Pendorong Pemungutan 

Retribusi di Hotel Bintang Tiga Kota Pekanbaru Berdasarkan 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata 

Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. 

c. Untuk Mengetahui Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata 

Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Hotel 

Bintang Tiga Pekanbaru. 
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2. Manfaat Penelitian 

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan 

kegunaan akademis sebagai berikut : 

a. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini 

bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khaznah keilmuan dan 

cakrawala pengetahuan Fakultas Syari‟ah dan Hukum terkhusus 

jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat 

pada umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam. 

b. Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik 

dilingkungan masyarakat. 

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan 

perkuliahan program S1 Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Jurusan 

Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kamis Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku 

panduan penulisan skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Penulis membagi 

menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar 

mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini. 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 
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BAB II : TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini merupakan uraian segi teori, dan kajian pustaka 

atau penelitian terdahulu, dari penelitian ini berkenaan dengan: 

Tata kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan 

menurut perspektif fiqh siyasah serta menambahkan penelitian 

terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Penjelasan pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, 

lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan  data dan metode 

analisis data. 

 BAB IV : PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 

14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan 

Persampahan atau Kebersihan di Hotel Bintang Tiga Pekanbaru 

dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan 

Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola 

Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Hotel 

Bintang Tiga Pekanbaru. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat 

sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian 

serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada 

penelitian ini.  
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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Teori 

1. Retribusi 

a. Pengertian Retribusi 

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum 

bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga 

merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan 

daerah. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung 

dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan 

semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah. 

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-

pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang 

menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada 

Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung 

dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja 

yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan 

iuran itu. 
10

 

Retribusi dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang 

selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

                                                             
10

  Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek 

Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah), (Jakarta: Cikal Sakti, 2018), h.2 
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disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi di dalam pasal 24A 

UUD 1945 merupakan dari bagian dari  “pungutan yang bersifat 

memaksa” yang dibutuhkan oleh negara karena  itu diatur dengan 

Undang-Undang. 
11

 

Sedangkan retribusi menurut para ahli salah satunya yaitu menurut. 

Munawir bahwa retibusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat  

dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.
12

 

Dari pendapat diatas terlihat bahwa karakteristik retribusi adalah: 

1) Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

2) Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. 

3) Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar 

retribusi berupa jasa. 

4) Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan 

retribusi yang bersangkutan. 

5) Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis 
13

 

Retribusi dapat dilakukan penggolongan berdasarkan negara dalam 

membiayai pemerintahan dan pembangunan di masa kini dan mendatang.  

Retribusi merupakan sumber pendapatan negara maupun daerah, 

penggolongannya perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat maupun ciri-ciri 

yang dimilikinya. 
14

 

                                                             
11

   Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 

h.26. 
12

 Ibid, h. 26-27 
13

   Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, (Bandung: Sinar 

Grafika, 2012), h.127. 
14

   Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007), h.27. 
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Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1 pelayanan 

persampahan /kebersihan termasuk kedalam retribusi jasa umum yang 

dimana retribusi jasa umum ialah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

1) Objek dan subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

Berdasarkan Peraturan Daearah Nomor 11 tahun 2011 Bab II Pasal 3 

Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi: 

a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi 

pembuangan sementara. 

b.  Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan 

sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah. 

c.  Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tatakelola 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Nomor 14 tahun 2020 

bahwa penetapan wajib Retribusi ditetapkan berdasarkan data dari instansi 

terkait, Penetapan potensi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan pendataan ulang serta bekerjasama dengan 

pihak terkait dan Penetapan potensi Wajib Retribusi ditetapkan oleh 

Kepala DLKH. 

Adapun tata cara pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan 

Walikota nomor 14 tahun 2020 yaitu; 

a. Pemungutan retribusi dapat dilakukan melalui: 

1) Pemungutan secara Konvensional; dan 

2)  pemungutan dengan menggunakan Aplikasi. 
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b. Pemungutan secara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, dilaksanakan oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat(2). 

c. Pemungutan dengan menggunakan Aplikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak 

ketiga, baik berupa Lembaga Keuangan, e-Commerce, Penyedia Jasa 

Layanan Online dan sejenisnya. 

d. Hasil pemungutan secara konvensional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a wajib disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara 

Penerima DLHK Kota Pekanbaru paling lambat 1 x 24 jam. 

e. Hasil pemungutan dengan menggunakan Aplikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disetorkan ke Kas Daerah paling 

lambat 1 x 24 jam. 

f. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman kepada 

Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan. 

b. Sistem Retribusi Pajak Dalam Islam  

Sistem perpajakan dalam Islam sudah dikenal sejak zaman 

Rasulullah SAW. Saat Rasulullah menjalankan roda pemerintahan, 

pendapatan negara diperoleh dari lima sumber, yaitu harta rampasan 

perang (ghanimah), harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa 

melakukan peperangan (fai), zakat, pajak tanah (kharraj), dan pajak kepala 

(jizyah). Kecuali dua sumber pertama, yang lainnya merupakan sumber 

penghasilan tahunan.
15

 

                                                             
15 https://repository.radenintan.ac.id Diakses pada Maret 2020 

https://repository.radenintan.ac.id/
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Sedangkan pada masa sekarang, umumnya penerimaan negara 

hanya diperoleh dari pajak dan zakat. Namun, tidak semua negara di dunia 

memasukkan zakat dalam instrumen penerimaan di kas negara. Sementara 

itu, untuk sumber pendapatan berupa ghanimah dan fai tidak lagi 

diterapkan.   

Penerimaan dari zakat ini hanya dibebankan kepada penduduk 

Muslim, selain merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Para penduduk 

dari kalangan Muslim pun juga dikenakan beban pajak. Sementara itu, 

terhadap penduduk non-Muslim, Rasulullah selaku kepala negara dan 

pemerintahan hanya menerapkan sistem pungutan pajak berupa jizyah dan 

kharraj. 

Seiring dengan makin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, 

membuat jumlah muzakki (para pembayar zakat) mengalami peningkatan. 

Meski banyak orang yang ingin membayar zakat kepada Rasulullah SAW 

secara sukarela, namun ini bukanlah metode yang memadai untuk 

mengumpulkan zakat. Karena itu, sekitar tahun ke-9 Hijriyah, Rasulullah 

mengangkat sejumlah orang untuk menghimpun zakat dari berbagai suku. 

Dalam Ensiklopedi Muhammad sebagai Negarawan disebutkan, 

para petugas (amil zakat) berkeliling negeri untuk mengumpulkan zakat 

dari masing-masing suku, lalu membawanya ke hadapan Rasulullah. Para 

amil zakat di zaman Rasulullah ini tidak hanya ditugasi untuk 

mengumpulkan zakat, tetapi juga mengumpulkan jizyah dan kharraj. 

Biasanya,  pemimpin suku diangkat sebagai kolektor zakat (amil) untuk 

anggota sukunya. Tetapi, pengangkatan ini kebanyakan be rsifat temporer. 



                  17 

 

 

Mekanisme penerapan dan pemberlakuan pajak yang diterapkan 

oleh Rasulullah SAW ini, kemudian diteruskan di masa kepemimpinan Al-

Khulafa ar-Rasyidun. Jika pada masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar 

Ash-Siddiq, sistem pembayaran pajak belum dilakukan secara 

tersistematis, maka tidak demikian halnya di masa pemerintahan Khalifah 

Umar bin Khattab. Umar mulai mengatur dan menertibkan sistem 

pembayaran pajak, terutama kharraj.
16

 

Sistem pembayaran kharraj yang telah diterapkan oleh Umar ini di 

masa kepemimpinan Ustman bin Affan tidak berjalan dengan baik. 

Penyebabnya adalah karena ia menerapkan pembedaan perlakuan terhadap 

tanah yang dimiliki oleh penduduk yang masih terhitung sanak 

keluarganya dan tanah yang dimiliki oleh mereka yang tidak memiliki 

hubungan keluarga dengan Usman. Namun, pada masa Ustman inilah 

mulai dibentuk departemen jawatan pajak. 

Baru setelah Ali bin Abi Thalib menduduki jabatan khalifah, para 

gubernur yang pernah diangkat oleh Usman dipecatnya. Dia juga menarik 

kembali tanah yang dihadiahkan Usman kepada penduduk dengan 

menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali 

sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana 

pernah diterapkan di masa pemerintahan Umar.
17

 

                                                             
16 https://digilib.uinsa.ac.id/43195/2/Hoirumnisak_C02216027.pdf Diakses pada Juli 

2020 
17

 https://iqra.republika.co.id/berita/omwyss313/sistem-perpajakan-di-masa-rasulullah, 

Diakses pada 25 Agustus 2022  

https://digilib.uinsa.ac.id/43195/2/Hoirumnisak_C02216027.pdf
https://iqra.republika.co.id/berita/omwyss313/sistem-perpajakan-di-masa-rasulullah
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2. Implementasi  

a. Pengertian Implementasi 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. 

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan.
18

 

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah 

kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy 

output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran 

(target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.
19

 

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 

dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari 

kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.
20

 Guntur 

Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang 

saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 

mencapainya serta memerlukanjaringan pelaksana birokrasi yang efektif.
21

  

                                                             
18

 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), 

h.70. 
19

 Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijakan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991, h.21. 
20

 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), h.56. 
21

 Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2004), h.39. 
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Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang 

terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan. Oleh karena itu, impelementasi tidak berdiri sendiri tetapi 

dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi 

kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru 

dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan 

terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi 

oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan 

lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi 

kebijakan ini mencangkup:
22

 

1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi 

kebijakan. 

2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, 

masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air 

bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda 

motor. 

3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. 

4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan 

kebijakan mencakup: 

                                                             
22

 Merile Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h.21. 
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a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki 

oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 

b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. 

c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi 

adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik 

direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan 

berbagai pihak yang berkepentingan.
23

 Van Meter dan Van Horn (dalam 

buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut 

karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan 

sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerentah serta dalam 

proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan 

karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:
24

  

1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan 

menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, 

perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan 

tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), 

seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang 

didasarkan pada pembuatan keputusa secara inkremental pada 

dasarnya merupakan remidial dan diarahkan lebih banyak kepada 

perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini 

dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini 
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sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan 

rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. 

Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara 

pelaku pembuat kebujakan akan sangat besar. 

2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan 

organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat 

mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan 

progenisasi secara derastis. Kegagalan program-program sosial banyak 

berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-

struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada. 

3. Pengertian Tata Kelola 

Governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun 

dalam konteks GCG, governance disebut tata kelola perusahaan. Turnbull 

Report mendefinisikan tata kelola (governance) sebagai suatu sistem 

pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola 

resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui 

pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang 

saham dalam jangka panjang.
25

 

Lembaga Corporate Governance di Malaysia, yaitu Finance 

Commitee on Corporate Governance (GCCG) mendefinisikan corporate 

governance sebagai proses dan sruktur yang digunakan untuk 
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mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah 

peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.
26

 

Pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, 

kepemimpinan, dan sebagainya telah diartikan oleh berbagai pihak dalam 

manajemen. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut memiliki 

perbedaan makna. 

Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen yaitu : 

a. Perencanaan (planning) yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk 

menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/ periode 

tertentu serta tahapan/ langkah- langkah yang harus ditempuh untuk 

mencapai tujuan tersebut. Aktivitas perencanaan dilakukan untuk 

menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. 

Setiap pengelola dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat 

rencana tentang aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut 

merupakan aktivitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta 

aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang 

akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang direncanakan. 

b. Pengorganisasian (Organizing) yaitu suatu proses dan rangkaian 

kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan 

oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan 

yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas 

pekerjaan yang kondusif. 
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c. Pengarahan (directing) yaitu suatu rangkaian kegiatan yang 

memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada 

bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok 

formal dan untuk pencapaian tujuan bersama. Agar organisasi selalu 

dinamis, direktur haruslah memberikan perintah dan saran kepada 

bawahan yang sudah ditempatkan pada posisi sesuai dengan 

kemampuannya. Perintah dan saran yang diberikan oleh direktur 

kepada bawahan tersebut harusjelas dan realistis. Karena kesamaan 

perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada bawahan akan 

memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya, Salah utunya 

adalah bawahan ragu melaksanakan kerja sehingga penyelesaian 

pekerjaan akan mengalami keterlambatan. 

d. Pemotivasian (motivating) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan 

yang dilakukanoleh seorang atasan dalam memberikan inspiransi, 

semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk 

dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya. Direktur haruslah 

menyadari bahwa motivasi yang mendorong bawahan untuk mau 

bekerja dengan giat dan konsekuen berbeda antara individu yang satu 

dengan individu yang lainnya. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh 

adanya perbedaan motif, tujuan, dan kebutuhan dari masing-masing 

individu untuk bekerja, juga karena perbedaan waktu dan tempat. 

e. Pengendalian (controlling) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan 

untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai 
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dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. 

Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan 

rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan. 

Pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada bawahan 

tidaklah dimaksudkan untuk mencari kesalahan bawahan semata-mata. 

Akan tetapi, hal itu dilakukan untuk membimbing bawahan agar 

pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Dengan kata lain, aktivitas pengendalian dimaksudkan 

untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat 

dilakukan ke arah rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas ini berarti 

bahwa dalam mengoperasikan fungsinya, direktur berusaha 

membimbing bawahan ke arah terealisasinya tujuan organisasi.
27

 

4. Pengertian Sampah 

Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak 

disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia 

dan tidak terjadi dengan sendirinya.
28

 Sampah pada dasarnya suatu bahan 

yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber aktivitas manusia maupun 

proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomis.
29

 

Sampah juga didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak 

digunakan atsau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan 
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oleh kegiatan manusia sampah dapat berasal dan kegiatan industri, 

pertambangan, pertanian, perternakan, perikanan, transportasi, rumah 

tangga, perdagangan dan kegiatan manusia lainya.
30

 

Sampah adalah bahan buangan dalam bentuk padat atau semi padat 

yang dihasilkan dari aktifitas manusia atau hewan yang dibuang karena 

tidak diinginkan atau digunakan lagi. Pada dasarnya sampah merupakan 

konsekuensi dari adanya aktivitas manusia, namun pada prinsipnya 

sampah adalah suatu bahan alam yang belum memiliki nilai ekonomis.
31

 

Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2008 dan PP RI Nomor 81 

Tahun 2012, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses 

alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Karden Edy Sontang 

Manik, sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan 

atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan 

manusia. Sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, 

pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, 

dan sisa aktivitas manusia lainnya.
32

 

Pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat yang didapatkan 

antara lain sebagai sumber pendapatan, penghematan, sumber daya alam, 

penghematan energi, menghemat lahan TPA dan lingkungan menjadi 

sehat, bersih, dan nyaman. Pengelolaan retribusi sampah sebagai sumber 

pendapatan dengan cara mengelola sampah menjadi material yang 
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memiliki nilai ekonomis, bila di manfaatkan lagi dan tidak berbahaya bagi 

lingkungan. Sampah memiliki potensi value atau harga. Sampah dapat 

dirubah menjadi sesuatu yang bernilai jual dan dapat dipasarkan secara 

luas. Pengelolaan sampah di pandang sebagai kegiatan cost recovery 

dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan baku pembuatan dan 

memiliki nilai jual secara ekonomis.
33

 

5. Pandangan Islam Tentang Kebersihan  

Dalam kehidupan makhluk bernyawa kebersihan merupakan salah 

satu pokok dalam memelihara kelangsungan eksistensinya, sehingga tidak 

ada satupun makhluk kecuali berusaha untuk membersihkan dirinya, 

walaupun makhluk tersebut dinilai kotor. Pembersihan diri tersebut, secara 

fisik misalnya, ada yang menggunakan air, tanah, air dan tanah. Bagi 

manusia membersihkan diri tersebut dengan tanah dan air tidak cukup, 

tetapi ditambah dengan menggunakan dedaunan pewangi, malahan pada 

zaman modern sekarang menggunakan sabun mandi, bahkan untuk 

pembersih wajah ada sabun khusus dan lain sebagainya. Pada manusia 

konsep kebersihan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga psikhis, sehingga 

dikenal istilah kebersihan jiwa, kebersihan hati, kebersihan spiritual dan 

lain sebagaianya.  

Ajaran Islam yang memiliki aspek akidah, ibadah, muamalah, dan 

akhlak ada kaitan dengan seluruh kebersihan ini. Hal ini terdapat dalam 

tata cara ibadah secara keseluruhan. Orang yang mau shalat misalnya, 
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diwajibkan bersih fisik dan psikhisnya. Secara fisik badan, pakaian, dan 

tempat salat harus bersih, bahkan suci. Secara psikhis atau akidah harus 

suci juga dari perbuatan syirik. Manusia harus suci dari fahsya dan 

munkarat. 

6. Pengertian Fiqh Siyasah 

Kata fiqh menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. 

Secara bahasa fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-

maksud perkataan dan perbuatan manusia. 
34

 

Secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama syara‟ fiqh 

merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara‟ 

mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi 

fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam 

yang bersumber dari Al-qur‟an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid 

dengan jalan penalaran dan ijtihad.
35

 

7. Siyasah Dusturiyah  

Apabila dipahami penggunaan kata dustur maka sama dengan 

konstitusi dalam bahasa inggris, atau undang-undang Dasar dalam Bahasa 

Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil 

berasal dari kata dustur, sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, 

merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah 

pemerintahan dalam arti luas, karena didalam dustur itulah terdapat 
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kumpulan prnsip-prinsip aturan dalam berkuasa terhadapat pemerintahan 

suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah pasti perundang-

undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengannya. 

Sumber fiqh dusturiyah itu yang pertama adalah Al-qur‟an al-karim  

yaitu ayat-ayat yang memiliki korelasi terhadap prinsip-prinsip kehidupan 

masyarakat, dalil-dalil kully kemudia yang kedua adalah hadist-hadist yang 

memiliki korelasi dengan imamah, dan kebijakansaan-kebijaksanaan Rasullah 

SAW dalam menerapak suatu hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah 

kebijakan-kebijakan khulafa-rasyidin untuk mengendalikan pemerintahan. 

Keempat, hasil ijtihad ulama, didalam masalah fiqh dusturi hasil dari ijtihad 

para ulama sangatlah perlu agar bisa memahami prinsip-prinsip dusturi dalam 

mencapai kemaslahatan bersama. Dan sumber yang kelima yaitu adat 

kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-

qur‟an dan Hadist.
36

 

Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangatlah luas 

dan kompleks. Meskipun demikian, umumnya ilmu ini meliputi hal sebagai 

berikut: 
37

  

a) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.  

b) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.  

c) Persoalan ahlul halli wal aqdi.  

                                                             
36

 Ibid, h. 53-54 
37

 Ibid, h. 47 



                  29 

 

 

d) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.  

e) Persoalan ba‟iat.  

f) Persoalan perwakilan.  

g) Persoalan wizarah dan perbandingannya.  

h) Persoalan waliyul ahdi.  

Perihal siyasah dusturiyah ini pada umumnya tidak dapat terlepaskan 

dari dua hal pokok: yang pertama dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-qur‟an 

maupun hadist, muqasid syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 

masyarakat. Dan yang kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena 

perubahan situasi dan kondisi termasuk didalamnya ijtihad ulama walaupun 

tidak seluruhnya.
38

   

 Sejalan dengan tujuan negara menghadirkan kemaslahatan bagi 

seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting agar 

terealisasinyatujuan tersebut. Negara memainkan tiga tugas utama yaitu: 
39

 

Pertama, tugas negara adalah menciptakan undang-undang yang sesuai 

dengan ajaran Islam. Untuk menjalankan tugas ini maka negara memiliki 

lembaga legislatif. Untuk hal ini, negara memiliki kewenangan untuk 

melakukan interpretasi. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislative ini 

pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al „aqad. Kemudian dalam bahasa 

modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis 

suro (Parlemen).
40
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Kedua, tugas melaksanakan undang-undang, dalam pelaksanaannya 

Negara memiliki kekuasaan eksekutif atau disebut juga al-sulthah al-

tanfidziyah. Dalam hal ini negara memiliki wewenang untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dan 

untuk pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala menteri) 

yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang antara 

satu negara dengan islam lainnya.
41

  

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang 

ada yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. tugas ini dilakukan oleh 

lembaga yudikatif. Dalam sejararah agama islam, kekuasaan ini meliputi 

wilayah al-hisbah (lembaga peradilan yang memutuskan dan menyelesaikan 

perkara-perkara pelanggaran ringan  seperti kecurangan dan penipuan dalam 

bisnis, wilayah al-qhada‟ (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-

perkara antar sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan untuk 

wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara 

penyelewengan pejabat negara yang melakukan penyelewengan dalam 

tugasnya).
42

   

Negara yang menganut sistem demokrasi dan otonomi daerah fungsi 

ketiga pemerintah merupakan pemberian perlindungan kepada masyarakat, 

maksud dari fungsi perlindungan masyarakat adalah upaya pemerintah daerah 

dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat sehingga teciptanya 

perlindungan ketertiban dan rasa aman, dan rasa tentram pada masyarakat.  
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Ini merupakan fungsi paling dasar dalam pemerintahan karena ini 

merupakan prasyarat bagi bekerjanya dan berjalannya kegiatan pemerintah, 

kemasyarakatan dan pembangunan. Dalam hal ini yang harus dikembangkan 

adalah kemampuan aparatur negara (Polisi, Polisi Pamong Praja, dan Tentara) 

yang professional, melayani, membantu, dan mendidik masyarakat, dan 

dilengkapi dengan sarana dan teknologi yang memadai.
43

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Didalam tinjauan 

penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan 

penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai 

referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis. Dan berikut ini adala h 

penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

Pertama, Penelitian dari Nabilla tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

kegiatan Tata Kelola Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Pekanbaru yang 

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 

masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya 

ditemukan wilayah yang belum terjangkau dalam mendapatkan pelayanan 

kebersihan dan juga masih belum bisa terwujudkan tujuan dalam pelaksanaan 

kegiatan Tata Kelola Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Pekanbaru yang 
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dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang salah satunya 

merupakan pencapaian target penerimaan retribusi pertahun dan dalam 

membantu pemerintah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan punulis yakni 

persamaannya sama-sama membahas tentang tata kelola retribusi namun 

perbedaannya pada penelitian ini penulis hanya membahas seputar 

pembayaran retribusi sampah pada hotel bintang tiga saja . 

Kedua, Penelitian dari Chusla Indah Ayu Wulandari tahun 2017 

tentang Retribusi sampah daerah sebagai salah satu sumber PAD merupakan 

salah  satu sumber yang cukup potensial. Djalil (2014:306) menyatakan bahwa 

seluruh sumber PAD tersebut, pajak dan retribusi daerah mendominasi hampir 

secara keseluruhan, sementara bagian terkecil biasanya berasal dari lain-lain 

PAD yang sah. Selain itu retribusi sampah juga merupakan sumber 

penerimaan yang dapat dipungut terus menerus mengingat pengeluaran 

pemerintah daerah adalah untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan 

yang selalu meningkat.  

Namun pada kenyataannya, masih terdapat berbagai permasalahan 

retribusi daerah, diantaranya adalah retribusi tersebut belum memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan 

adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan punulis yakni 

persamaannya sama-sama membahas tentang tata kelola retribusi namun 

perbedaannya pada penelitian ini ia membahas tentang pengunaan anggaran 

retribusi dan penulis hanya membahas seputar pembayaran retribusi sampah 

pada hotel bintang tiga saja. 



                  33 

 

 

Ketiga, Penelitian dari Yusniva tahun 2016 tentang Beberapa temuan 

utama dari penelitiannya adalah sebagai berikut. Pertama, perhitungan potensi 

retribusi kebersihan sampah rumah tangga melalui pendekatan model logit 

memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan trend 

jumlah rumah. Kedua, selama ini potensi retribusi kebersihan sampah di kota 

Semarang belum digali secara optimal. Besarnya realisasi penerimaan dari 

retribusi ini selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. 

Penetapan taget itu sendiri ternyata masih jauh dari potensinya, baik potensi 

yang dihitung berdasarkan model logit, maupun model trend adapun 

persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan punulis yakni persamaannya 

sama-sama membahas tentang tata kelola retribusi namun perbedaannya ia 

membahas tentang retribusi rumah tangga dan penulis hanya membahas 

seputar pembayaran retribusi sampah pada hotel bintang tiga saja.    



 

34 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam   melakukan  penelitian  untuk  menjawab  permasalahan  dalam 

penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penelitian ini 

termasuk  dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field  

research) yaitu  penelitian  yang  mengadakan  pengamatan  tentang  suatu 

fenomena yang terjadi.    

Dimana penelitian ini menguraikan tentang “IMPLEMENTASI              

TENTANG TATA KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN 

ATAU KEBERSIHAN DI HOTEL BINTANG TIGA PEKANBARU 

MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”.  Untuk  itu  pendekatan  

deskriptif  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data-

data  yang  bersifat  deskriptif  dalam  bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian 

yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian Di Hotel 

Bintang tiga, yaitu Parma Panam Hotel, Favehotel Pekanbaru, Grand Hawaii 

Pekanbaru dan itu juga merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh penulis 

tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah Staff Retribusi Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru, HRD Favehotel 

Pekanbaru, HRD Parma Panam Hotel dan HRD Grand Hawaii Pekanbaru. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan 

Walikota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2020 tentang Tata Kelola Retribusi 

Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Hotel Bintang tiga Kota 

Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. 

 

D. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder . 

1. Sumber data primer  

Sumber  data  primer  adalah  adalah  data-data  yang  diperoleh  

secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, 

adapun sumber data  primer  dalam  penelitian  ini  yaitu Staff Retribusi 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota pekanbaru dan , HRD 

Favehotel Pekanbaru, HRD Parma Panam Hotel dan HRD Grand Hawaii 

Pekanbaru. . 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data 

primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan 

studi pustaka (library research) dari sumber yang relevan dengan 
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penelitian yang dilakukan, diantaranya berupa Al-Qu‟an, Hadist, buku-

buku dan literatur lainnya yang mendukung dalam permasalahan yang 

akan dibahas. 

E. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

 Populasi merupakan wilayah generlisasi yan terdiri dari subjek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang kemudian dapat 

ditarik kesipulanya.
44

 Dalam skripsi ini adapun yang menjadi populasinya 

adalah berjumlah 5 (lima) orang yakini Staff Retribusi Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru, HRD Favehotel Pekanbaru, HRD 

Parma Panam Hotel dan HRD Grand Hawaii Pekanbaru. 

2. Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Tekhnik yang digunakan adalah total sampling yaitu Penentuan sampel 

dalam tekhnik ini adalah bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel.
45

 Pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria berdasarkan jenis 

kelamin laki-laki yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan 

masalah yang akan dibahas. Adapun yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 5 orang terdiri dari, Staff Retribusi Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota pekanbaru dan , HRD Favehotel 

Pekanbaru, HRD Parma Panam Hotel dan HRD Grand Hawaii Pekanbaru. 

                                                             
44

 Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodoligi Penlitian, (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), h.55 
45

  Juliansyah, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang dibenarkan akan menghasilkan data yang 

memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak 

boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri 

penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan.
46

 Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. 

1. Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan  cara  mengamati  dan  mencatat  secara  sistematik  

gejala-gejala  yang diselidiki. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan 

cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. 

Wawancara dilakukkan kepada para informan yaitu orang-orang yang 

dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi. Data wawancara 

dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari 

Staff Retribusi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota pekanbaru 

dan, HRD Favehotel Pekanbaru, HRD Parma Panam Hotel dan HRD 

Grand Hawaii Pekanbaru serta pihak-pihak yang dianggap paling tahu 

dalam penelitian ini. Agar wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah 

pelaksanaannya dilakukan melakukan pedoman wawancara, yaitu berupa 

garis besar materi wawancara yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh 

peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan 

                                                             
46

 Sujarweni, V. Wiratna. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui 

peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil dan hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah penelitian. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh buktibukti atau data mengenai 

Impelementasi retribusi dalam peraturan Walikota No 14 tahun 2020. 

 Studi pustaka (library research) berupa Al-Qur‟an, Hadist, 

pendapat para ulama, buku-buku fiqh, peraturan perundang-undangan, 

arsip-arsip dan dokumen-dokumen serta buku-buku dan karya ilmiah yang 

berhubungan dengan objek penelitian yang akan dibahas. 

4. Studi Pustaka / Content Analysis 

Studi pustakan/content analysis dapat diartikan sebagai 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi 

pustaka juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil 

penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan 

landasan teori menegenai masalah yang akan diteliti. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif 

yang dipergunakan untuk asfek-asfek normatif (yuridis) melalui metode yang 

bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang 

diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu 
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kesimpulan umum.
47

 Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh 

kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara 

umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. 

 

                                                             
47

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 

1986), h.112. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai 

macam pengumpulan data. Maka, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Implementasi tentang tata kelola retribusi persampahan di kota Pekanbaru 

tidak terlaksana dengan baik dan tidak terlaksananya retribusi yang baik 

dan tertib dikatakan belum terlaksana karena tidak ada satupun hotel 

bintang tiga yang ada di kota pekanbaru membayara retribusi ke Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan yang menjadi faktor nya yaitu 

belum ada sanksi yang mengikat di dalam peraturan tersebut itulan 

mnengapa dari instansi hotel tersebut lebih memilih menngunakan pihak 

ketiga untuk melakukan pemungutan sampah. 

2. Adapun yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam 

pelaksanaan ini dapat dilihat dari beberapa faktor, yang pertama faktor 

penghambat yaitu, kurang kesadaran dari beberapa pihak untuk 

menerapkan peraturan yang telah dibuat sehingga masih saja berpemikiran 

pihak ketiga atau jasa lain lebih efesien digunakan dari pada yang telah 

disediakan oleh pemerintah, kemudian faktor lainnya yakni belum ada 

sanksi yang menjelasakan didalam peraturan tersebut tentang wajib 

retribusi yang melanggara peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. 

Kemudian faktor pendorongnya yaitu sudah tersediannya tranportasi yang 
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ada, adanya SDM (Sumber Daya Manusia), dan tersediannya sarana dan 

prasarana. 

3. Menurut tinjauan Fiqh Siyasah bahwa seorang pemimpin memiliki peran 

yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu 

upaya dalam penegakan hukum ialah pemerintah membuat dan 

menetapkan sebuah peraturan tentang tata kelola retribusi sampah guna 

menciptakan retribusi yang tertib yang dalam Fiqh Siyasah nya termasuk 

kedalam Siyasah Dusturiyah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu kaidah 

Fiqh Siyasah yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap 

rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Ini merupakan bentuk dalam 

melaksanakan sebuah amanah dan mentaati perintah dari seorang 

pemimpin, agar terciptanya suatu kemaslahatan bersama dan tidak terlepas 

dari peran pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan 

maka diperlukan seorang pemimpin yang ulil amri.  

 

B. Saran 

Setelah mengetahui permasalahan dari pengelolaan sampah pada 

penelitian ini. Maka, penulis memberikan saran yaitu : 

1. Kepada pemerintah kota Pekanbaru agar segera mencegah faktor yang jadi 

penghambat bagi semua kalangan wajib retribusi agar terciptanya 

pembayaran retribusi sampah yang tertib, dan mebuat sanksi didalam 

peraturan yang telah dibuat agar terimplementasikan dengan sempurna. 

2. Bagi Hotel-hotel yang ada di kota pekanbaru agar dapat mengindahkan 

peraturan yang telah dibuat agar terciptanya kota yang tertib dan terjaga 



91 

 

 

serta agar dapat menjaga kebersihan lingkungannya supaya terhindar dari 

berbagai macam penyakit dan gangguan dari binatang yang suka berdiam 

diri di tempat yang kotor (hama), maka ciptakanlah lingkungan yang 

bersih, nyaman, dan damai agar lingkungan tetap terjaga keasrian alam. 

3. Kepada Aparat pemerintah kota Pekanbaru dan seluruh masyarakat serta 

instansi-isntansi agar dapat berkerjasama supaya keiinginan untuk 

menciptakan lingkungan yang bersih cepat terealisasikan. 
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